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IBU KOTA NEGARA

Menerka Nasib IKN Setelah Putusan MK

ahkamah Konstitusi
leluh menegaskan
hahwa pemindahan

il Kota negara dart Jakarta
ke Nusantara bergantung pada
keputusan presiden. Selama
keputusan presiden belum di-
terbitkan, ibu kota negara
tetap berkedudukan di Jakarta,
Lantas, bapgaimuna nasib Thu
Kota MNusantara ke depan?

Penesasan it disampaikan
ME melalui pertimbangannya
dafam pulusan atas permo-
honan uji materi Undang-Un-
dang Nomor 21 Tahuan 2004
tentang by Kota Negara,
Dhaskam sadang di Gedung ME,
Jakarta, Selasa (12/5/2026),
MK menolak semua permao-
hoan uji materi UL Thu
kota Nesgara, Menorut MK,
pembatasan wakta pemindah-
an it kol dindlad berpotensi
membuat pembangunan her-
langsung terburu-buru sehing-
@ perstapannya tidak mak-
simal.

Menangeapi putiussn ME
itw, Juru Bicara Otorita [
Kot Nusantara (TEKN) Troy
Ponboww menygatakon, piluak-
nya menghormuli seluruh pro-
s03 Konstitusional vang ber-
Tangsung i ME sehuagan hagian
dari mekanisme demokrasi
dan negara hukom di Inde-
nesia.

Putusan ME ini, menarut
Trow, semakin memperjelas
babwa pemindahan ibu kota

negira ke TKN berlaku efektif
wielah ditetapkanmnya keputus-
an presiden sebagaimana di-
amanatkan dalam peraturan
perundang-undangan,

"Putusan inl juga menesas-
kan bahwa kerangka hukum
pemindahan ibu kota negara
telih memiliki dasar vang sah
dan konstitusional. Puabam hal
ini, mekanisme penerbitan su-
rat kepulusan presiden meru-
pakan bagian dar tahapan
varetedah diatur dalam U1
1 Kooty Megara sehingga pro-
ses pemindahanibu kota ne-
gara tetap berada dalan
koridor hukum vang jelas.”
wjar Troy, Minggu (175},

Terkall pandangan menge-
nai hubungan antara UL Thu
Fata Megara dan UL No
15172024 tentang Perubahan
atas UU No 22024 tentang
Prowinst Daersh Khusos Jakar-
ta {EHLT), ME telah memibe-
rikan pertimbangan yang
memperjelas babnwa tidakl ter-
dhapust kekosongzn hukum,

FKetentuan dadam UL DES
juga mengatur hahwa keber-
lokvannya secara efektit me-
nun;_{i_fu l'H":i'IE-"lHEJHI'I ki'l:llil LI=aEn
presiden schingga Kedua un-
thang-undany tersehut berada
dadam kerangka hulum vang
saling melenghapi.

Tetap berjalan
Meski sudah ada putusan
ME, pembangunan di IKN 6

dak lantas dihentikan. "Saat
ini, pembangunar 1KN terus
berjalan sesuai dengan tahap-
an vang telah ditetapkan pe-
merintah. Pembangunan infra-
struklur dasar, kawasan perme-
rintahan, ekosistem hisnis, ser-
ta pelavanan publik menun-
Jukkan progres yang positif
dan konsisten,” kata Trow.

Otarita TEXN, lanjut Troy,
Letap fokus melanjutkan pem-
bangunan TKN, baik dari sisi
[sik maupun nonbsik, sesuai
Rencana Iieduk TKN danarah
kehijakan pemerintah. Fokus
terschut mencakup penguatan
ekosistem pemerintihan, in-
vestast, peloyanan publik, serta
kualitas hidup masyarakat di
IKN.

“lami mengajak semuoa pi-
hade untulk terus menjaga op-
Limismu. stabilitas, dan keper-
cavaan publik terhadap pem-
bagunan [KN schagai bagian
elari upays mewujudkan ndo-
nesia vang lebih majo, mo-
dern, dan berdaya saing”
TLEAPIVL

Angiiola Komisi 1 DPR dari
Fraksi Partal Demokrasi Indo-
nesid Perjuangan (PDI-F), Giri
Rananda Kiemms, mengata-
kan, pemerintah tidak holeh
metjadikan putusan MK se-
byl ulasan menunda oplima-
lisasi pembangunan TKN. Me-
nurut dia, berbagai infrastrok-
fur vy telah dibangun hams
sezera dimanfaatkan agar tidak

terbengkalai,

"Jangan sampai bangunan
vang ada menjadi terbenglala
dan jadi kota hantu jika pu-
tusan ini dimaknai sehagai
alasan untuk bedama-lama
pindah dari Jukarta, Atau, pe-
merintah tidak mau menvele:
saikan [EN dengan adanva pu-
tusan ME" ujarnya

Legislator doori Daerah Pe-
milthan Surmatera Sebatan (1
itu juga meminta pemerintah
memaksimalkan asel-asel yang
telah dibangun di IKN meski
slatusnya belum resmi men-
jadi ibu kota negara. [a pun
mengingatkan agar proyek
pembangunan TKN tidak ber-
akhir menjudi simbaol kegagal-
i1l eEreTcanaan [)("]'l'l.l.flﬂl'l_E'L'I'lli]J'l
nasional.

sementara i, anggota ko-
misi [T DPR dar Fraksi Parta
Kehangkilan Banga (PFRE),
Indrajaya. mengingatkan, pe-
mindlshan e kota bukian se-
mata persoalan pombanguat
fisik dan infmstruktor, Pemin-
dalran juga menvanglkout legi-
fimasi konstitusional, efeklivi-
tos pemerintahan, kesiapan
dparatur negara, efisiensi ang-
garan, don keberlajutan pe-
Tayanan publik. Jiks sampai sa-
at ind keputusan presiden be-
Tum juga diterbitkan, hal ile
herarti masih ada sejumilah hal
penting vang masih harus di-
persiapkan dengan matang,
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